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This research is based on the principal issues concerning the billboard planning policy which has not been optimally be able to improve the Local Revenue of Pekanbaru City and has not improved the beauty of Pekanbaru City. It was estimated to be caused by the model of the billboard planning policy can not increase the billboard tax receipts as well as to enhance the visual beauty of Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive qualitative, which aims to establish model of billboard planning policy implementation which be able to improve the billboard tax receipts and to enhance the visual beauty of Pekanbaru City. The collection of data is used, as is common in qualitative research are observation, interviews and documentation. The collected data were analyzed with interactive model of Miles and Huberman. The research result indicated that (1)The billboard planning policy implementation running in the Pekanbaru City still not effective because of lack of attention to standards and policy objectives and implementing organizational characteristics are also not proved the role in billboard planning policy implementation in Pekanbaru City; (2) Factors that cause the billboard planning policy implementation has not been effective among others: (a) Most of personnel policy implementors lack of understanding of the policy objectives; (b) Mental weakness of personnel resources policy implementors; (c) The departments as a member of Billboard Team do not supported by the resources of automation technology thoroughly; (d) Lack of communication establishment, either between the leaders and subordinates, between departments as a member of Billboard Team policy implementor, between the Pekanbaru City Government with the billboard advertiser, as well as with the publics whose became targeted policy; and (3)  The model of billboard planning policy implementation of Pekanbaru City mandated the Regional Revenue Office of Pekanbaru City as the responsible agency for organizing and billboard planning in Pekanbaru City. This model is formulated with reference to the benchmarking results with Batam City and Rokan Hilir Regency as well as combine with four (4) factors of Policy Implementation Theory of Van Meter and Van Horn which is have not been optimal. In addition, researchers also add a surveillance factor that did not exist on the Theory of Van Meter and Van Horn and public participation factor to overcome the weaknesses of the Theory of Van Meter and Van Horn that is top-down policy.












Penelitian ini didasari pada masalah pokok mengenai kebijakan penataan reklame yang belum secara optimal dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dan belum meningkatkan keindahan Kota Pekanbaru. Hal ini diduga disebabkan oleh model implementasi kebijakan penataan reklame yang belum dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame sekaligus menambah keindahan visual Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan membangun model implementasi kebijakan penataan reklame yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame serta menambah keindahan visual Kota Pekanbaru. Pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru masih belum efektif karena kurang memperhatikan standar dan tujuan kebijakan dan karakteristik organisasi pelaksana juga tidak terbukti berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penataan reklame belum efektif antara lain: (a) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan; (b) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; (c) Dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame yang menjadi implementor kebijakan tidak didukung dengan sumber daya teknologi otomasi secara menyeluruh; (d) Kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan, antar dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame implementor kebijakan, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan para pemasang reklame; dan (3) Model impelementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru mengamanatkan Dispenda Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Pekanbaru. Model ini disusun dengan mengacu pada hasil benchmarking dengan Kota Batam dan Kabupaten Rokan Hilir serta menggabungkan 4 (empat) faktor dari Teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang belum optimal. Selain itu, peneliti juga menambah faktor pengawasan yang belum ada pada teori Van Meter dan Van Horn dan faktor partisipasi masyarakat untuk mengatasi kelemahan dari teori Van Meter dan Van Horn yang bersifat top-down.





Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Reklame yang ada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap di setiap centimeter tanah dan bangunan di tepian jalan. Keberadaannya tak teratur seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati. Berkembangnya pembangunan khusunya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame.
Tidak dapat dipungkiri, semakin banyak reklame yang terpasang di sebuah kota semakin susah penataannya, namun semakin banyak reklame ini juga akan meningkatkan penerimaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) adalah pajak reklame (Kurniawan dan Purwanto, 2014: 73).
Menurut Danisworo (2013: 113) penempatan reklame yang strategis dan tertata dengan baik dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan akses visual yang baik pada sumber informasi. Keberadaan reklame yang beraneka bentuk, ukuran, dan warna yang mencolok akan menarik jika dilihat pada jarak tertentu. Apabila media tersebut didesain secara menarik dengan penataan lampu yang indah akan lebih menyemarakkan wajah kota di malam hari. Reklame tersebut akan memberikan penerangan warna-warni bagi taman kota maupun jalan yang ada disekitarnya. Harapan  masyasarakat Kota Pekanbaru, penempatan reklame yang ditata dengan baik akan semakin mempercantik dan memperindah  penataan ruang kota Pekanbaru.
Namun kenyatannya, harapan masyarakat Kota Pekanbaru ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan: Fakta di lapangan menunjukkan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru belum tertata dengan baik. Penataan reklame yang tidak tertata dengan baik ini menambah kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah kota. Reklame tumbuh bak cendawan di musim hujan, Kota Pekanbaru saat ini menjadi belantara reklame. Aspek keamanan dalam pemasangan reklamepun cenderung diabaikan. Aspek komersil atau aspek bisnis jauh lebih dominan dan lebih penting daripada aspek keindahan dan keamanan.
Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu reklame dibuat sebesar mungkin (agar terlihat dan mudah terbaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat), dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau di atas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerangan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan sekitarnya.
Kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (selanjutnya disebut Perwali Reklame Kota Pekanbaru). Perwali Reklame Kota Pekanbaru ini mengatur tentang obyek dan subyek wajib pajak, pengenaan dan tarif pajak berdasarkan bangunan reklame, tata cara pemungutan dan perhitungan pajak reklame, pengawasan, ketentuan pemeriksaan dan sanksi baik sanksi  administratif maupun sanksi pidana.
Meskipun ketentuan pajak reklame di Kota Pekanbaru sudah diatur dalam Perwali Reklame Kota Pekanbaru tersebut di atas, namun realisasi pajak reklame ini belum sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Data berikut menunjukkan target dan realisasi pajak reklame Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2015.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
Kota Pekanbaru Tahun 2009-2015








Sumber:	Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru (2016).
Data di atas menunjukan dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, pencapaian realisasi terhadap target yang tinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu masing-masing 87,97 % dan 104,12 %. Namun dapat dilihat bahwa pencapaian yang tinggi ini lebih dikarenakan di kedua tahun tersebut target pajak reklame menjadi di bawah Rp. 10 milyar. Terbitnya Perwako No. 24 Tahun 2013 terlihat belum dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame. Memang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak reklame meningkat dalam besaran rupiahnya, tapi jika dilihat realisasi terhadap targetnya justru terus mengalami penurunan.
Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa meskipun realisasi dan % pencapaian penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya, namun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru yang mencapai target hanya pada tahun 2012,  selain itu tidak pernah mencapai target. Menurut Sekretaris Dispenda Kota Pekanbaru (Harian Pekanbaru MX, 8 Januari 2016), hal tersebut dikarenakan dari 628 titik tiang reklame, hanya 63 yang memiliki izin resmi. Hal ini berarti 565 reklame yang tersebar di Kota Pekanbaru berdiri tanpa izin atau ilegal. 
Terkait dengan implementasi Perwali No. 24 Tahun 2013 yang merupakan kebijakan mengenai penataan reklame di Kota Pekanbaru ditinjau dari perspektif teori Van Meter dan Van Horn yang diaktualisasi oleh Imamura (2015: 14-15) terlihat bahwa komunikasi antar dinas yang mengatur implementasi kebijakan reklame tersebut tidak jelas. Perwali No. 24 Tahun 2013 Kota Pekanbaru belum mengatur dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap pengaturan reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini juga berakibat belum jelasnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengaturan reklame tersebut. Kurangnya koordinasi serta pengawasan antar dinas yang terkait dalam memberikan izin  dan menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta kurangnya sosialisasi dalam bagaimana tata cara penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait menyebabkan banyaknya pemasangan  reklame yang tanpa ijin atau ilegal (tidak membayar pajak reklame), yang pada akhirnya mengakibatkan pemasangan reklame yang semrawut dan sembarangan.
Penyebab kurangnya koordinasi antar dinas tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan penunjukkan dinas mana yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan reklame di Kota Pekanbaru. Perwali No. 24 Tahun 2013 Kota Pekanbaru mengatur bahwa dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap Objek Pajak Reklame. Namun pengaturan ini tidak menjelaskan secara konkrit penunjukan kepada pejabat yang ditunjuk. Hal ini menimbulkan kerancuan pada implementasi kebijakan di lapangan.Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru, yang saat ini masih kurang 40% dari target yang ditetapkan. 




Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan dalam research question sebagai berikut:
1.	Bagaimana implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru?
2.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru belum efektif?




Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian disertasi ini adalah Teori Administrasi Publik dari Pfiffner dan Presthus sebagai Grand Theory, Teori Kebijakan Publik menurut Parker sebagai Middle Range Theory dan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn yang diaktualisasi oleh Imamura (2015: 14-15) sebagai Applied Theory. Selain ketiga teori tersebut, penelitian disertasi ini juga menggunakan konsep Reklame untuk dijadikan pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah penelitian. 





    Gambar 1 Kerangka Teori

D.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan membangun model implementasi kebijakan penataan reklame yang dapat meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan benchmarking jenis fungsional yang melakukan perbandingan fungsi atau proses implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Batam dan Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai lebih sukses dibandingkan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Kota Batam dinilai kebijakan penyelenggaraan reklamenya telah berhasil melakukan penataan reklame sehingga reklame di Kota Batam berhasil ditata rapi dan menambah keindahan kota, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir dinilai berhasil meningkatkan PAD melalui pajak penyelenggaraan reklame. Pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.


E.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Pekanbaru
Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru meliputi pengaturan penyelenggarakan reklame di Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Pada Perwako No. 24 Tahun 2013 ini dan kondisi keberadaan reklame di Kota Pekanbaru, yang diuraikan sebagai berikut:
a.	Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
Kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru saat ini adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Pada Perwako No. 24 Tahun 2013 ini disebutkan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota dan sesuai dengan tingginya laju pertumbuhan reklame yang beraneka ragam maka diperlukan penataan penyelenggaraan reklame secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.
Kebijakan penataan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dibuat dengan latar belakang untuk mengatasi pemasangan reklame agar kedepannya dapat lebih tertata dengan baik. Selain agar reklame tertata dengan baik peraturan penataan reklame di Kota Pekanbaru juga dimaksudkan untuk meningkatkan pajak reklame mengingat pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
Hingga penelitian ini dilakukan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru masih tidak tertata dengan baik (semrawut) ataupun tidak terpasang dengan baik  (tersingkap) yang hampir lepas sehingga dapat membahayakan bagi pengguna jalan. Selain reklame yang masih belum tertata dengan baik, dalam observasi juga ditemukan reklame yang terpasang pada tempat yang terlarang.
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa tidak semua reklame ilegal itu tanpa ijin. Para pemilik reklame tersebut bersedia dan siap untuk membayar perpanjangan pajak reklame. Namun mereka terkendala dengan persyaratan harus adanya IMB untuk membayar pajak reklame. Padahal dulu, waktu pemilik reklame memasang reklamenya, sebelum terbitnya Perwako No. 24 Tahun 2013, mereka tidak harus mengurus IMB terlebih dahulu. Untuk reklame baru yang ijinnya sebenarnya sudah keluar, tapi belum bisa membayar pajak reklame karena masih terkendala untuk mengurus IMB-nya. Kondisi inilah yang menyebabkan realisasi pajak reklame belum juga meningkat setelah terbitnya Perwako No. 24 Tahun 2013. Dalam Perwako No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 21 dan Pasal 23, mempersyaratkan adanya IMB untuk reklame yang dimintakan ijinnya. Padahal untuk mengurus IMB ini memakan waktu yang cukup lama. Ketentuan mengenai persyaratan adanya IMB ini sebaiknya disederhanakan dan dipersingkat waktu pengurusannya.

b.	Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
Tata cara mengajukan permohonan ijin reklame di atas dalam Pasal 21 Perwako No. 24 Tahun 2013 yang mengatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame di Wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Izin ini diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru melalui instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan izin harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis (rekomendasi) dari Tim Reklame. Izin reklame yang diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Izin penyelenggaraan reklame dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil. Izin penyelenggaraan reklame insidentil. Sementara itu izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

c.	Ketentuan-Ketentuan Perizinan dan Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
1)	Tim Reklame
Dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 telah ditunjuk Tim Reklame yang terdiri dari :
(a)	Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagai ketua merangkap anggota;
(b)	Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota;
(c)	Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota;
(d)	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai anggota;
(e)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai anggota;
(f)	Satuan Polisi Pamong Praja sebagai anggota.
Berdasarkan keberadaan Tim Reklame tersebut, maka di dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru ada beberapa proses yang dilewati. Proses tersebut dijabarkan dengan alur seperti di bawah ini :


Sumber : Hasil Observasi Lapangan, Tanggal 16 Mei 2016 (diolah)
Gambar 2	Siklus Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Perwako No. 24 Tahun 2013) 

Gambar di atas merupakan visualisasi dari Tim Reklame yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013. Dari gambar siklus di atas dinyatakan bahwa Dinas Tata Ruang dan Bangunan selaku Ketua Tim bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Penertiban dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan reklame.
2)	Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila: (a) pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas; dan (b) melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Bangunan Reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait.
Pembongkaran Bangunan Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri. Hasil bongkaran Bangunan Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Apabila batas waktu telah terlampaui, maka hasil bongkaran Bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

d.	Tanggapan Masyarakat Atas Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru
Masyarakat masih menilai reklame di Kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik. Menjamurnya reklame di Kota Pekanbaru yang pemasangannya tidak teratur (semrawut) selain mengganggu pemandangan, juga dapat merusak citra Kota Pekanbaru serta mengurangi estetika lingkungan. Selain masalah kesemrawutan, mengganggu pemandangan dan merusak citra lingkungan serta mengurangi estatika lingkungan.
Pandangan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pemasangan reklame secara umum dapat dikatakan sangat kritis. Masyarakat menilai kondisi reklame di Kota Pekanbaru sudah dalam kondisi jenuh dan semrawut, karena jumlah reklame di Kota Pekanbaru baik yang komersail maupun non-komersial jumlahnya sudah sangat banyak sehingga menimbulkan kesan kumuh dan tidak teratur. Pandangan masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap pemasangan reklame menghendaki pemasangan reklame yang tidak mengganggu keselamatan, dapat menambah keindahan dan teratur tata letaknya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dikatakan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru banyak menyalahi kandungan Perwako No. 24 Tahun 2013, sehingga tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 tersebut, yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak tercapai. Banyak aturan dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yang dilanggar.
Kurang efektifnya implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru di antaranya disebabkan kurangnya koordinasi serta pengawasan antar instansi yang terkait dalam memberikan izin dan menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta kurangnya sosialisasi dalam bagaimana tata cara penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait menyebabkan pemasangan reklame terlihat semeraut dan sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa keberadaan iklan atau reklame di Kota Pekanbaru, baik dalam bentuk spanduk, bendera maupun umbul-umbul cenderung kurang tertata dengan baik sebagaimana telah diurakan di muka.
Kurangnya koordinasi antara Dispenda dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam perencanaan dan penataan reklame sehingga banyaknya reklame-reklame dipasang di sembarang tempat, karena ketidakadaan tempat dalam pemasangan reklame sehingga penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang kurang optimal juga terjadi antara instansi terkait dan Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai pihak penertiban reklame dalam mentertibkan atau membongkar reklame yang bermasalah. Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru mengalami kegagalan.

2.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Pekanbaru Belum Efektif
Hasil penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru belum efektif disajikan dengan mengikuti perspektif teori/model implementasi kebijakan publik dari Van Meter Van Horn. Suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor (a) standar dan tujuan kebijakan; (b) sumber daya; (c) komunikasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) disposisi implementor; dan (f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diuraikan sebagai berikut:
a.	Standar dan Tujuan Kebijakan
Tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 itu adalah untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame. Penyelenggaraan reklame merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perizinan, pemasangan/penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame. 
Dalam kenyataannya di lapangan, implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru banyak menyalahi standar dan tujuan Perwako No. 24 Tahun 2013, sehingga, tujuan dikeluarkannya Perwako No. 24 Tahun 2013 yaitu untuk mengendalikan estetika ruang kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan penerimaan pajak reklame tidak tercapai. Banyak standar dan ketentuan dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yang dilanggar.
Pelanggaran terhadap standar Perwako No. 24 Tahun 2013 selanjutnya banyak pemasang yang mengabaikan aspek ekologi. Salah satunya melakukan pemasangan reklame dengan menempelkan pada pohon. Pemasangan reklame di pohon, sangat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Pelanggaran terhadap standar Perwako No. 24 Tahun 2013 adalah banyaknya reklame insedensil yang sudah habis masa berlakunya, namun masih belum dicabut/dibersihkan oleh pemasangannya. Banyaknya reklame insedensil yang telah expired yang tidak dibersihkan oleh pemiliknya berdampak mengotori pemandangan keindahan kota. Terlebih-lebih pada masa pemilihan walikota, dijumpai berbagai atribut kampanye yang menyatu dengan public space maupun private space. Hal ini secara hukum merupakan suatu pelanggaran karena bertentangan dengan standar kebijakan yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013. Mendekati masa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti, saat ini reklame ataupun banner sudah mulai marak terpasang di berbagai tempat di Kota Pekanbaru, itupun harus berijin, jika tidak maka staf Kantor Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama Satpol PP Kota Pekanbaru akan menurunkannya jika peringatan yang diberikan diabaikan. Selama ini, pihaknya masih melakukan sebagaimana yang ada dan diatur sesuai standar Perwako No. 24 Tahun 2013.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun sudah ada standar penyelenggaraan reklame seperti yang diatur dalam Perwako No. 24 Tahun 2013, namun pada pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap standar tersebut, sehingga tujuan dari kebijakan reklame yang terkandung dalam Perwako No. 24 Tahun 2013 yaitu reklame yang tertata dengan baik sehingga menambah keindahan kota dan peningkatan pajak reklame di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya tercapai.

b.	Sumber Daya
Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah cukup untuk SDM yang berada di kantor, namun untuk SDM yang bertugas di lapangan khususnya untuk pengawasan dan penertiban reklame, Dispenda Kota Pekanbaru mengharapkan agar Satpol PP Kota Pekanbaru yang lebih berperan dalam pengawasan dan penertiban reklame.
Dispenda Kota Pekanbaru tidak hanya mengharapkan SDM Satpol PP saja yang lebih berperan dalam penertiban dan pengawasan reklame di Kota Pekanbaru, Dispenda juga mengharapkan agar pembongkaran reklame yang melanggar Perwako No. 24 Tahun 2013 juga dimasukkan ke dalam anggaran operasional Satpol PP karena jaminan bongkar reklame yang dikelola oleh Dispenda Kota Pekanbaru seringkali tidak cukup untuk membongkar reklame yang sudah habis masa perjanjiannya (expired).
Dispenda Kota Pekanbaru berharap agar pengawasan dan penertiban reklame ditangani sepenuhnya oleh Satpol PP. Alasan yang dikemukakan adalah biaya pengawasan, terutama pengawasan lapangan dan biaya bongkar tidak dianggarkan oleh Dispenda Kota Pekanbaru. Untuk pembongkaran reklame yang sudah habis masa ijinnya, Dispenda Kota Pekanbaru hanya mengandalkan dari jaminan bongkar saja.
Pengawasan papan reklame di Kota Pekanbaru, pengawasan langsung dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kantor Dispenda Kota Pekanbaru. Namun demikian, Dispenda Kota Pekanbaru tentunya tidak akan efektif bila harus mengawasi tanpa koordinasi dengan instansi lain. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi antara instansi terkait seperti Satpol-PP. Dalam hal ini Kantor Dispenda melakukan pengawasan tidak langsung, sedangkan Satpol PP melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Dispenda Kota Pekanbaru dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru adalah saling melengkapi.
Ketentuan mengenai pengawasan dan pembongkaran ini berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Pembongkaran terhadap reklame yang sudah habis masa ijinnya (expired) dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru dengan biaya pembongkaran menggunakan jaminan bongkar (Pasal 27 Perwako No. 24 Tahun 2013). Hal inilah yang dikeluhkan pihak Dispenda Kota Pekanbaru mengingat sumber daya manusia untuk melakukan pembongkaran tidak ada pada Dispenda Kota Pekanbaru. Jadi kalau uang jaminan bongkar tidak mencukupi, maka Dispenda Kota Pekanbaru terpaksa nombok untuk membongkar reklame yang sudah expired. Kondisi inilah yang membuat Dispenda Kota Pekanbaru mengharapkan penertiban reklame dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru saja.
Pada penertiban pelanggaran reklame yang mempunyai ukuran besar, biasanya pihak Satpol PP Kota Pekanbaru masih melaporkan kepada atasan dan baru dapat dilaksanakan pembongkaran atau eksekusi apabila dana yang dibutuhkan telah cair atau tersedia. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini pihak Satpol PP Kota Pekanbaru menjalin rekanan atau bermitra dengan penyedia jasa tukang las. Dengan bermitra seperti ini maka tidak perlu menunggu ketersediaan atau cairnya dana untuk pembongkaran reklame.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa dari faktor sumber daya, yang menjadi hambatan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia, sumber daya dana/anggaran serta sumber daya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Pihak Dispenda Kota Pekanbaru menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan dan sumber daya dana/anggaran ketika harus membongkar reklame yang sudah habis masa ijinnya (expired). Sedangkan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru juga menghadapi kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan penertiban dan pengawasan reklame, kekurangan sumber daya dana/anggaran dan kurangnya sumber daya sarana dan prasarana yang berupa peralatan terutama ketika harus membongkar reklame-reklame yang berukuran besar.

c.	Komunikasi
Terkait dengan komunikasi dalam Tim Reklame, Perwako No. 24 Tahun 2013 mengatur Tim Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai kebutuhan dari ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi ini tidak diperhatikan oleh perumus Perwako No. 24 Tahun 2013. bentuk komunikasi dalam Tim Reklame yang hanya sekedar rapat koordinasi.

d.	Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana dalam hal kemampuan pemahaman permasalahan reklame dan pengetahuan seluk beluk reklame, kemampuan komunikasi dan sosialisasi, pengetahuan interpersonal skill, kemampuan teknis pengawasan dan penertiban, kemampuan membuat perencanaan dalam pelaksanaan tugas serta kemampuan melakukan evaluasi secara berkala, baik bagi pegawai yang bertugas di dalam kantor maupun bagi pelaksana masih kurang dan masih harus ditingkatkan.

e.	Disposisi Implementor
Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi yang digambarkan sebagai sikap/perilaku khususnya komitmen di atas merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

f.	Lingkungan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan kondisi politik, ekonomi dan sosial dan gaya hidup konsumerisme masyarakat Kota Pekanbaru cenderung mendorong pertumbuhan bisnis dan berbagai usaha di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan bisnis ini mengakibatkan banyaknya pemasangan reklame, yang kalau tidak ditata dan diatur akan menyebabkan kesemrawutan Kota Pekanbaru oleh reklame.
g.	Kritik terhadap Teori Van Meter dan Van Horn
Implementasi kebijakan, menurut Van Meter dan Van Horn mengharuskan karakter dari para pelaksana kebijakan harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada  sanksi hukum yang berlaku. Agar para pelaksana kebijakan ketat dan taat pada aturan, diperlukan pengawasan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Padahal dalam teori Van Meter dan Van Horn tidak dimasukkan unsur pengawasan. Tanpa adanya unsur pengawasan ini maka dituntut loyalitas yang tinggi dari pada pelaksana, suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan.
Kritik selanjutnya, fokus teori Van Meter dan Van Horn hanya berfokus pada pengambil dan perumus kebijakan, serta agen pelaksana level atas saja, mengabaikan aktor-aktor lain dan cenderung memandang mereka hanya akan menghambat proses implementasi. Padahal realitas sosial sangat kompleks dan kebijakan juga kompleks yang mempengaruhi banyak sektor dan melibatkan organisasi, aktor dan level birokrasi dengan tujuan, preferensi, kepentingan dan sumber daya yang berbeda-beda. Oleh karena itu tidak mungkin suatu kebijakan akan berhasil bila hanya diimplementasikan oleh lembaga pemerintah saja. Mengingat kompleksitas problem sosial maka implementasi harus melibatkan seluruh stakeholders yaitu masyarakat, asosiasi lokal, kelompok suka rela, organisasi sosial, LSM dan sebagainya.
Sikap penerimaan  atau penolakan dari stakeholders sangat mempengaruhi  keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini  sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan menurut teori Van Meter dan Van Horn bukanlah  hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul permasalahan  dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik dalam teori Van Meter dan Van Horn bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan,  keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan kritik terhadap teori Van Meter dan Van Horn meliputi :
1)	Teori Van Meter dan Van Horn seringkali tidak tepat sasaran karena kurang tepat dalam merumuskan solusi atas masalah publik. 
2)	Masyarakat tidak bisa berperan aktif dalam implementasi kebijakan 
3)	Masyarakat tidak bisa melihat seberapa jauh kebijakan itu dilaksanakan 
4)	Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka 
5)	Belum tentu kebijakan dalam teori Van Meter dan Van Horn mampu menjawab keinginan masyarakat 
6)	Persyaratan kontrol prosedur dalam teori Van Meter dan Van Horn yang terlalu ketat seringkali membuat implementasi kebijakan gagal mencapai tujuan kebijakan.

3.	Model Implementasi Kebijakan yang Ideal dalam Penataan Reklame di Kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru yang diatur melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 belum efektif dan belum mencapai sasaran. Hal ini diindikasikan kondisi reklame di Kota Pekanbaru yang masih semrawut, belum tertata dengan baik dan pendapatan pajak reklame juga belum mencapai target seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan model penyelenggaraan reklame agar penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Untuk menyusun model penyelenggaraan reklame tersebut, peneliti menggunakan benchmarking fungsional yaitu melakukan perbandingan fungsi atau proses penyelenggaraan reklame di Kota Batam dan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Alasan pengambilan benchmarking di kedua tempat tersebut karena reklame-reklame di Kota Batam lebih tertata dengan baik, sedang untuk Kabupaten Rokan Hilir mengingat Kabupaten Rokan Hilir ini masih 1 (satu) provinsi dengan Kota Pekanbaru. Dengan demikian diperoleh perbandingan penyelenggaraan reklame di Kota/Kabupaten di luar Provinsi Riau dan di dalam Provinsi Riau.
Perbedaan dari pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Batam, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir adalah di Kota Batam, sasaran dan tujuan kebijakan diprioritaskan pada aspek penataan keindahan kota, sedangkan di Kota Pekanbaru ditujukan untuk penataan reklame dan peningkatan pendapatan pajak reklame. Sementara itu Perda Kabupaten Rokan Hilir lebih mengutamakan pada penerimaan pajak reklame.
Harus diakui antara penataan reklame dan pajak reklame adalah 2 (dua) hal yang bertolak belakang. Bila diinginkan reklame yang tertata dengan baik, indah dan nyaman, maka jumlah reklame yang harus diturunkan jumlahnya agar mudah dilakukan penataan, sedangkan bila dikehendaki peningkatan pajak reklame maka reklame justru diupayakan sebanyak-banyaknya. Hal inilah yang menjadikan reklame di Kota Batam lebih tertata dengan baik dan indah dibandingkan dengan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir, mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Batam lebih berorientasi pada penataan keindahan keberadaan reklame, sehingga jumlah reklame di Kota Batam terus diturunkan setiap tahunnya.
Dari hasil benchmarking dengan penyelenggaraan reklame di Kota Batam yang menitikberatkan pada penataan reklame dan kabupaten Rokan Hilir yang menitikberatkan pada peningkatan pajak reklame, maka standard dan tujuan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dalam model lebih diperjelas lagi dengan menekankan tujuan penyelenggaraan reklame 75% untuk penataan reklame di Kota Pekanbaru sehingga keberadaan reklame di Kota Pekanbaru dapat ditata dengan baik, sedangkan tujuan untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame di beri porsi 25% untuk tetap menjaga pencapaian pajak reklame di Kota Pekanbaru.
Selanjutnya untuk teori Van Meter dan van Horn faktor karakteristik agen pelaksana lebih disederhanakan dari yang tadinya melibatkan 6 (enam) instansi atau dinas, disederhanakan menjadi hanya 1 (satu) dinas yaitu Dispenda Kota Pekanbaru sebagai dinas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru, dengan dibantu oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban reklame-reklame yang melanggar, sedangkan dinas-dinas yang lain akan berperan bila dimintai asukan dan rekomendasi oleh Dispenda Kota Pekanbaru, seperti misalnya Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru akan memberikan rekomendasi mengenai titik reklame, dan seterusnya bila diminta oleh Dispenda Kota Pekanbaru.
Pada faktor aktivitas implementasi dan komunikasi juga disederhanakan yang tadinya berbelit-belit tidak jelas, disederhanakan menjadi wajib pajak yang mau memasang reklame. Untuk reklame yang bersifat tetap, Dispenda Kota pekanbaru meminta rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Seperti misalnya mengenai rekomendasi titik reklame untuk reklame kecil-kecil yang bersifat temporer, Dispenda Kota pekanbaru bias langsung menerbitkan izin pemasangan reklame. Setelah semua persyaratan dipenuhi, termasuk pembayaran pajak reklame, maka pemasangan reklame dapat dilakukan.
Setelah reklame terpasang, pengawasan keberadaan reklame mulai dilakukan. Untuk pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Dispenda Kota Pekanbaru. Pengawasan tidak langsung ini bersifat preventif. Sementara itu pengawasan langsung atau pengawasan lapangan dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Pengawasan langsung ini bersifat represif yang bias berupa pembongkaran reklame.
Hasil pengawasan ini berupa list atau daftar reklame-reklame yang melanggar aturan. List reklame-reklame yang melanggar ini, kemudian ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, yang melakukan pelanggaran untuk reklame-reklame yang bandel untuk ditertibkan, Satpol PP Kota Pekanbaru bias langsung melakukan pembongkaran.
Bersarkan uraian di atas, maka sikap peneliti terhadap teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, peneliti berpendapat bahwa teori Van Meter dan Van Horn ini masih kekurangan 1 (satu) faktor lagi yaitu faktor pengawasan. Suatu kebijakan publik akan sulit dicapai tujuannya bila tidak dilakukan pengawasan pada implementasinya. Aspek pengawasan yang diusulkan dalam model mengacu pada Teori Pengawasan dari Koonz yang membagi pengawasan menjadi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung atau pengawasan lapangan.
Selain menambahkan faktor pengawasan, peneliti juga berpendapat bahwa dalam Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn tidak melibatkan masyarakat. Hal ini disebabkan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn berifat top-down, bukan bottom-up. Oleh karena itu, peneliti juga menambahkan aspek partisipasi masyarakat agar masyarakat Kota Pekanbaru dapat ikut serta dalam kebijakan penataan reklame khususnya dalam hal melakukan pengawasan, sehingga masyarakat akan aktif melaporkan reklame-reklame yang melanggar untuk segera ditangani.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka model implementasi kebijakan yang ideal dalam penataan reklame di Kota Pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut:

 Sumber: Hasil Penelitian (diolah)
Gambar 3 	Model Implementasi Kebijakan Yang Ideal Dalam Penataan Reklame Di Kota Pekanbaru
Dari model yang digambarkan di atas, lembaga yang bertanggungjawab tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru diamanatkan kepada Dispenda Kota Pekanbaru. Kewenangan Dispenda Kota Pekanbaru mulai dari perijinan, penerimaan pajak reklame, pengawasan hingga penertiban. Dalam hal perjanjian, Dispenda Kota Pekanbaru dibantu oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang memberikan rekomendasi mengenai titik reklame dan permasalahan teknis lainnya. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Dispenda Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan hingga pembongkaran reklame yang melanggar aturan. Dengan diterapkan model ini, diharapkan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru menjadi tertata dengan baik, menambah keindahan visual kota dan memenuhi standard keamanan.
F.	Penutup
1.	Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.	Implementasi kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru masih belum efektif karena kurang memperhatikan standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi terkait; disposisi/sikap pelaksana; serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Di antara faktor implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, dalam hal ini karakteristik organisasi pelaksana tidak terbukti berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru
b.	Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan penataan reklame belum efektif dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru antara lain: (a) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan; (b) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; (c) Dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame yang menjadi implementor kebijakan tidak didukung dengan sumber daya teknologi otomasi secara menyeluruh; (d) Kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan, antar dinas-dinas sebagai anggota Tim Reklame implementor kebijakan, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan para pemasang reklame, maupun antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan terutama yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame; (e) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan; (f) Kurangnya ketegasan dalam mengimplementasikan kebijakan; (g) Pemerintah Kota Pekanbaru tidak konsisten terhadap tujuan kebijakan penyelenggaraan reklame; dan (h) Terdapat tumpang tindih kebijakan antara kebijakan penyelenggaraan reklame dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang ada.
c.	Model impelementasi kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru mengamanatkan Dispenda Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Pekanbaru. Kewenangan Dispenda Kota Pekanbaru mulai dari perijinan, penerimaan pajak reklame, pengawasan hingga penertiban. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Dispenda Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan hingga pembongkaran reklame yang melanggar aturan. Model ini disusun dengan mengacu pada hasil benchmarking dengan Kota Batam dan Kabupaten Rokan Hilir serta menggabungkan 4 (empat) faktor dari Teori Implementasi Kebijakan dan Van Meter dan Van Horn yang belum optimal yaitu faktor standar dan tujuan kebijakan, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana/ implementor dan kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ implementor. Selain itu, peneliti juga menambah faktor pengawasan yang belum ada pada teori Van Meter dan Van Horn dan faktor partisipasi masyarakat untuk mengatasi kelemahan dari teori Van Meter dan Van Horn yang bersifat top-down. Dengan diterapkan model ini, diharapkan keberadaan reklame di Kota Pekanbaru menjadi tertata dengan baik, menambah keindahan visual kota dan memenuhi standard keamanan. Selain itu, penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru juga dapat ditingkatkan.

2.	Saran
Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan:
a.	Agar Perwako No. 24 Tahun 2013 yang lebih banyak berisi ketentuan teknis, segera direvisi untuk lebih mengatur penataan, pengawasan dan penertiban reklame dengan lembaga-lembaga pelaksana yang lebih tegas lagi mengatur wewenang dan tanggungjawabnya.
b.	Agar model yang dibentuk dalam penelitian ini dijadikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru yang akan datang.
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